
a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan
terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, telah dibentuk
Dewan Pengawas, sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 445.05/Kep. 99-
RSBA/2022 tentang Pembentukan Dewan Pengawas
Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten
Purwakarta;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Dewan Pengawas yang terdiri dari ketua, anggota, dan
sekretaris, maka perlu diberikan remunerasi dalam
bentuk honorarium dengan berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan;

c. bahwa guna terciptanya tertib hukum dan tertib tata
kelola keuangan dalam pemberian honorarium tersebut,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran
Honorarium Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum
Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2024;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
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Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
ten tang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6
Tahun 2022 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2010
tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) Di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Purwakarta [Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);



(2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan batas tertinggi yang dapat diberikan.

(1) Honorarium Ketua, Anggota, dan Sekretaris Dewan
Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diberikan sebagai berikut :
a. Ketua Rp6.000.000,00
b. Anggota Rp5.000.000,00/orang
c. Sekretaris Rp2.000.000,00

Pasal3

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dewan
Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, kepada
Ketua, Anggota, dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan
remunerasi dalam bentuk honorarium sebagai imbalan kerja
berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

Pasal2

BABIl
BESARANHONORARIUMDEWANPENGAWAS

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Purwakarta.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan RSUD
Bayu Asih dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

4. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

Pasall

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM
DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU
ASIH KABUPATENPURWAKARTATAHUNANGGARAN2024

MEMUTUSKAN:

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 49 Tahun 2010
ten tang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)pada RSUD
Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49);

Menetapkan



KABUPATENPURWAKARTATAHUN~qNOMOR 9

SEKRE ARISDAERAH
KABUPAT \PURWAKARTA

Diundangkan di Purwakarta
pada tang 1: 2Cj ~brUClrY {).02y
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Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : .;1.9 f.ebr® r ;J:;2.024

/I rj·BUPATIPURWAKARTA,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2024.

Pasa15

BABIII
KETENTUANPENUTUP

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan
Bupati ini dibebankan kepada anggaran belanja Rumah Sakit
Umum Daerah Bayu Asih yang bersumber dari pendapatan
fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun
Anggaran 2024.

Pasa14

(4) Pemberian honorarium Dewan Pengawas Rumah Sakit
Umum Daerah Bayu Asih diberikan mulai tanggal 1
Januari 2024.

(3) Pemberian honorarium Ketua, Anggota, dan Sekretaris
Dewan Pengawas ditetapkan dalam Keputusan Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.


